BUPATI BENGKALIS

KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR : 23 /KPTS/ 1 /2021

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
BENGKALIS TAHUN 2016-2021

BUPATI BENGKALIS,

bahwa dalam rangka peningkatan capaian tujuan dan sasaran
rencana strategis dan sistem akuntabilitas Rumah Sakit
Umum Daerah Bengkalis Tahun 2016-2021 yang merupakan
perencanaan jangka menengah Perangkat Daerah, diperlukan

indikator kinerja utama;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 ayat (3)
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
PER/9/ M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan
Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah,
maka perlu menetapkan indikator kinerja utama Rumah Sakit
Umum Daerah Bengkalis;

¢. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Bupati tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Rumah
Sakit Umum Daerah Bengkalis Tahun 2016-2021;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan

Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah
Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

®

Menimbang

Mengingat 3%l

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
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6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar
Pclayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6178);

8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistemn
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum
Penctapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi

Pemerintah;

10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor 09/M.PAN/05/2008 tentang Petunjuk Penyusunan
Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang

Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang
Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata
Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018
tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2019
tentang Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah Tahun 2020 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1280);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2007
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten
Bengkalis Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten
Bengkalis Tahun 2007 Nomor 03);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 11 Tahun 2016
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2021 (Lembaran Dacrah
Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Rumah Sakit Umum
Daerah Bengkalis Tahun 2016-2021, scbagaimana tercantum
dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA ¢ Indikator Kineja Utama sebagaimana dimaksud pada DIKTUM
KESATU, merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh unit
kerja Rumah Sakit Umum Daerah Bengkalis untuk:
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menetapkan rencana kerja tahunan;
menyampaikan rencana kerja dan anggaran;
menyusun dokumen penetapan kinerja;
menyusun laporan akuntabilitas kinerja; dan

melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai demgan
dokumen Rencana Strategis Rumah Sakit Umum Daerah

Bengkalis Tahun 2016-2021.

KETIGA . Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini,
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten Bengkalis.
KEEMPAT . Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

[N I~

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 3 JANUARI Ao

Pj. BUPATI BENGKALIS,

H+<SYAHRIAL ABDI
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